




A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 
1. Penegakan Hukum  
Hukum dalam segi fungsinya dibagi menjadi dua
1
, yakni hukum 
materiil dan hukum formil dalam kepustakan lain disebut pula hukum 
substantif dan prosedural
2
. Hukum materill atau hukum substantif 
merupakan hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah 
pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan 
hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum formil atau 
hukum ajektif merupakan hukum yang ada untuk menegakkan hukum 
materiil. Keberadaan antara hukum materill dan hukum formil sangatlah 
penting, dan hubungan keduanya adalah erat dan saling berhubungan. 
Hukum materill mengatur tentang norma yang berisi perintah, larangan 
dan juga anjuran, namun kesemuanya itu hanya berupa nilai-nilai yang 
kosong tanpa adanya upaya untuk menegakkanya. Penegakkan hukum 
materill dilakukan oleh hukum formil yang mengatur tentang tata cara 
                                                          
1
 Hukum digolongkan dan diklasifikasikan kedalam macam klasifikasi, yaitu : (1) Berdasarkan 
sumber, (2) berdasarkan daerah kekuasaan, (3) berdasarkan kekuatan berlakuknya/sanksi, (4) 
berdasarkan isi, (5) berdasarkan fungsi, (6) berdasarkan bentuk, (7) berdasarkan wujud, (8) 
berdasarkan waktu. Dalam Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke tiga belas, Grafika : 
Jakarta, 2013, Hlm. 203. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan keenam, 
Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2006,  Hlm. 71-79. 
2
 Hukum Substantif mengatur mengenai perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan, sedangkan hukum prosedural mengatur mengenai tata cara dan tata tertib untuk 
melaksanakan peraturan substantif. Dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan keenam, 




beracara. Sehingga upaya menegakkan hukum materill melalui hukum 
formil adalah suatu upaya penegakkan hukum. 
Penegakan hukum (law enforcement) secara sederhana dapat 
diartikan sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh penegak hukum. 
Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang dimaksud dalam the dictionary 




The generic name for the activities of the agencies responsible for 
maintaining public order and enforcing the law, particulary the 
activities of prevention, detection, and investigation of crime and the 
apprehension of criminals. 
 
(terjemahan : Istilah umum yang digunakan bagi instansi yang 
bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan 
hukum, khususnya kegiatan pencegahan, deteksi, investigasi dan 
penangkapan pelaku kriminal. ) 
 
Dari penjelasan diatas kiranya makna dari penegakan hukum 
tersebut diartikan secara luas, meliputi pencegahan, pendeteksian, 
investigasi hingga menangkap pelaku tindak pidana dan lebih cocok 
untuk digunakan dalam ranah hukum pidana.  
Sedangkan, dalam Soerjono Seokanto dengan bukunya yang 
berjudul Penegakan Hukum disebutkan bahwa, Sistem penegakan hukum 
yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta 
dengan perilaku nyata manusia
4
. Dari pernyataan Soerjono Soekanto 
tersebut, bahwa proses penegakan hukum merupakan suatu proses 
harmonisasi antara nilai kaidah (law in book) kedalam perilaku manusia 
                                                          
3
 Goerge E. Rush, The Dictionary of Criminal Justice Sixth Edition, Mc Graw Hill : United States of 
America, 2003, Hlm. 206. 
4
 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta : Bandung, 1987, Hlm. 13. 
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(law in action). Dalam konteks tersebut dapat dipahami, bahwa 
penegakan hukum mempunyai fungsi untuk mengaktualiasasikan aturan-
aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu 
sendiri. Dengan kata lain, bahwa bagaimana sikap tindak manusia dapat 
sesuai dengan bingkai (framework) yang telah ditetapkan oleh hukum
5
. 
Lebih lanjut  Soerjono Soekanto menambahkan mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, setidaknya terdapat empat 
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu 
6
: 
1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri  
bahwa didalam hukum tersebut terdapat ketidakcocokan antara 
hukum yang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai bidang kehidupan tertentu. Adapun kemungkinanlainnya 
adalah adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-
undangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 
2. Faktor penegak hukum  
Penegakan hukum yang baik dipengaruhi oleh aparatur penegak 
hukum dalam menegakkan hukum. Apabila peraturan perundang-
undangan yang dibuat sudah baik, namun mentalitas dari aparatur 
penegak hukumnya buruk, maka akan mempengaruhi proses dari 
sistem penegakan hukum itu sendiri. 
3. Faktor fasilitas pendukung pelaksanaan hukum 
Bilamana faktor peraturan perundang-undangan telah baik, dan juga 
mentalitas aparatur penegak hukum telah baik, namun, disisilain 
fasilitas pendukung pelaksanaan hukum kurang memadai (dalam 
suatu ukuran tertentu), maka akan mengakibatkan proses penegakan 
hukum tidak berjalan dengan semestinya. 
4. Faktor kesadaran hukum 
Apabila ketiga faktor sudah baik, yaitu peraturan perundang-
undangan, aparatur penegak hukum dan fasilitas pendukung 
pelaksanaan hukum. Maka faktor selanjutnya yang mempengaruhi 
proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum, kepatuhan 
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 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, 
Hlm. 138. 
6
 Soerjono Soekanto, op.cit, Hlm. 14. 
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2. Aparatur Penegak Hukum 
Seorang filosof hukum aliran realisme bernama Wilhelm Lundsted 
mengatakan bahwa hukum itu bukan apa-apa (Law is nothing). Lundsted 
menegaskan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. 
Tanpa penegakan, hukum bukan apa-apa. Yang memberi makna hukum 
kepada hukum tersebut adalah  aparat, khususnya aparat penegak hukum, 
serta masyarakat.
7
 Lebih lanjut dalam membahas mengenai aparatur 
penegak hukum akan dijabarkan sebagaimana berikut : 
a. Aparatur Penegak Hukum 
Berbicara mengenai aparatur penegak hukum, maka mencakup 
pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) 
penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang 
terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, 
penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. 
Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang 
bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan 
kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta 
upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana
8
. 
Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 
tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak 
hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung 
dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait 
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 Antonius Sujata,  Reformasi dalam Penegakan Hukum, Djambatan : Jakarta,  2000, hlm 7. 
8
 Jimly Assidiqie, Penegakan Hukum, (http://www.jimly.com/), diakses tanggal 6 Agustus 2014 
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dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,dan 
(iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 
kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang 
dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum 
acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah 
memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses 
penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat 
diwujudkan secara nyata. 
Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak 
atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang 
hidup dalam masyarakatnya. Karena itu, ada empat fungsi penting 
yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan 
hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’), (ii) 
sosialisasi,penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum 
(socialization and promulgation of law,dan (iii) penegakan hukum 




b. Profesi Penegak Hukum 
Profesi merupakan sekolompok orang-orang yang memiliki 
keahlian khusus dan dengan keahlian yang dimiki oleh orang tersebut 
ia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lainnya
10
. Lebih 
lanjut dalam Black’s Law Dictionary  menjelaskan mengenai profesi, 
yakni A vocation requiring advanced education and training, 
                                                          
9 Ibid., 
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 Sumaryono, Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum cetakan ke-7, Kanisius 
: Yogyakarta, 2012,  Hlm. 33. 
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especially one of the three traditional learned professions – law, 
medicine, and the ministry.
 11
(terjemahan : pekerjaan yang 
membutuhkan pendidikan lebih lanjut dan pelatihan, terutama satu 
dari tiga profesi tradisional- hukum, kedokteran dan pemerintahan) 
Sejalan dengan pengertian profesi yang demikian itu menurut 
habeyb dalam Supriadi disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan 
dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian
12
. Dari pengertian 
diatas mengenai profesi, setidaknya terdapat beberapa ciri khusus 
yang dimiliki seseorang, sehingga apa yang dilakukannya dapat 
disebut sebagai profesi, hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh 
Summaryono dalam bukunya Etika Profesi Hukum, yakni
13
 : 
1. Persiapan atau Training Khusus; 
2. menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda 
dari keanggotaan yang lain; 
3. aseptabilitas sebagai motif pelayanan. 
 
Disisi lain menurut Liliana Tedjosaputro dalam Supriadi 
menambahkan ciri-ciri dari sebuah profesi, yakni : 
1. Pengetahuan; 
2. penerapan keahlian; 
3. tanggung jawab sosial; 
4. self control; 
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 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition, West :United States of America, 2009, 
Hlm. 1329. 
12
 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia Cetakan Ke-2, Sinar Grafika : 
Jakarta, 2008, Hlm.16. 
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 Sumryono, op.cit. , Hlm. 33-34. 
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5. pengakuan oleh masyarakat. 
Berdasarkan dua penjelasan diatas, maka dapat diketahui 
bahwakeberadaan sebuah profesi didalam masyarakat bertujuan untuk 
memberikan manfaat kepada masyarakat, sebab hal ini merupakan 
tugas yang diemban oleh setiap profesi yakni tanggung jawab sosial. 
Dalam penjabaran mengenai profesi sebagaimana yang telah 
disampaikan, maka dalam hal kaitannya dengan profesi penegak 
hukum, dapat dikatakan sebagai suatu profesi yang memiliki keahlian 
didalam bidang hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum.  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Apabila berbicara mengenai sistem hukum, maka dapat dikatakan 
bahwa suatu sistem merupakan sesuatu yang bersifat menyeluruh dan 
berstruktur.Sebagaimana contoh yang dapat diberikan adalah tubuh 
manusia, maka badan itu merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan 
berstruktur yang mencangkup anggota badan, subsistem saraf dan 
komponen-komponen lainnya. Kesemua komponen tersebut saling bekerja 
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 Soerjono Soekanto dan Purnandi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, Almuni : 
Bandung, 1989, Hlm.1 
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1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 
Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem 
peradilan di Indonesia dan merupakan subsistem dari sistem hukum di 
Indonesia. Dengan hal yang demikian keberadaan sistem peradilan 
pidana merupakan bagian dari suatu hierarki sistem yang terdiri dari 
berbagai macam komponen-komponen subsistem yang menyusun sistem 
itu sendiri, yang mana dari masing-masing komponen-komponen tersebut 
memiliki interelasi antara satu sama lain
15
. Istilah sistem peradilan  
pidana atau yang lebih dikenal sebagai criminal justice system 
merupakan suatu pengertian, dimana mengandung makna 
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem 
sebagai sarananya
16
.   
Pengertian criminal justice system sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Remington dan Ohlin dapat diartikan sebagai mekanisme 
administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem 
merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik 
administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sedangkan pengertian 
sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang 
dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan 
hasil tertentu dengan segala keterbatasannya
17
. 
Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa komponen yang ada 
dalam pengertian Remington dan Ohlin, yaitu meliputi 1) mekanisme 
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 Tolib Effendi , Sistem Peradilan Pidana :Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan 
pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2013,  Hlm.3. 
16
 Romli Atmasasmita, Op.cit, Hlm. 2 
17
 Ibid,. 2 
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administrasi peradilan pidana, 2) Peradilan Pidana sebagai suatu sistem 
yang mencakup interaksi peraturan perundang-undangan, praktik 
administrasi, dan tingkah laku sosial. Hal yang serupa juga disampaikan 




The criminal justice system can be viewed from at least three as 
social system, as a body of legal rules, and as an administrative 
system. 
Dari pendapat tersebut, maka setidaknya terdapat tiga cara pandang 
dalam melihat sistem peradilan pidana, sebagaimana yang dimaksud ialah 
sebagai sistem sosial, sebagai lembaga hukum yang mengatur dan sebagai 
sistem administrasi. 
Sistem peradilan pidana dipandang dalam sistem sosial, bahwa 
sistem peradilan pidana meliputi semua lapisan sosial, dalam sudut 
pandang lembaga hukum yang mengatur, bahwa pada dasarnya sistem 
peradilan pidana merupakan ketentuan yang diciptakan oleh lembaga 
legislatif, yang mana dengan hal itu masyarakat diatur oleh sistem 
peradilan pidana. Terakhir sebagai sistem administrasi, bahwa dalam 




Adapun pengertian lain dari sistem peradilan pidana yang 
dikemukakan oleh Mardjono yang memberikan batasan bahwa yang 
dimaksud dengan peradilan pidana adalah sistem kejahatan yang terdiri 
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 Norman M.Garland, Criminal Law for the Criminal Justice Professional,  McGraw-Hill : U.S.A, 
2008, Hlm. 10. 
19
 Norman M.Garland,Op.cit. ,Hlm. 11. 
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Berbeda dengan Remington dan Ohlin, maka pengertian sistem 
peradilan pidana menurut Mardjono, merupakan pengertian sistem 
peradilan pidana dalam arti yang lebih sempit, karena Mardjono hanya 
menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam sistem peradilan 
pidana,  lebih lanjut dalam pengertian sistem peradilan pidana menurut 
Mardjono belum memasukkan advokat sebagai salah satu unsur dalam 
sistem peradilan pidana, hal ini dapat dimengerti bahwa keberadaan 
advokat sebagai penegak hukum, baru diakui eksistensinya pada tahun 
2003.  
Hagan membedakan istilah antara “criminal justice process” dan 
“criminal justice system”. perbedaanya terletak pada penekanan pada 
keduanya. Pada arti criminal justice process ialah setiap tahap dalam 
proses putusan yang menghadapkan seorang tersangka yang membawanya 
pada proses penentuan pidana. Sedangkan criminal justice system adalah 
interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat 
dalam proses peradilan pidana
21
. 
Lebih lanjut keterkaitan antara sistem peradilan pidana dan Hukum 
Acara Pidana, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun 
tidak dapat disamakan, sebab pada dasarnya hukum acara pidana 
merupakan bagian didalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Konsep 
sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan konsep hukum yang 
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Ibid, Hlm. 2  
21
 Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, 
Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas, Refika Anditama: Bandung, 2004, Hlm. 74. 
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bersifat normatif saja, tetapi didalamnya pun terdapat dasar teori, filosofi 
dan konsep. Sedangkan hukum acara pidana berisi pasal-pasal mengenai 
ketentuan prosedural yang mengatur mengenai tata beracara hukum 
pidana. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 
peradilan pidana merupakan hukum acara pidana dalam arti yang luas, 
sedangkan hukum acara pidana itu sendiri, merupakan sistem peradilan 
pidana dalam arti yang sempit
22
. 
Dalam memahami sistem peradilan pidana, perlu diketahui bahwa 
kedudukannya tidak hanya sebagai suatu kerangka konsep mekanisme 
kerja penanggulangan kejahatan semata, melainkan juga sebagai rangkaian 
pengadmnisitrasian peradilan pidana dan juga sebagai ilmu. 
Sistem peradilan sebagai ilmu memang pada dasarnya merupakan 
sebuah ilmu baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu yang 
suda ada. Sama halnya seperti kriminologi maupun ilmu hukum pidana. 
Meskipun demikian sistem peradilan pidana mempunyai objek kajiannya 
sendiri. Titik persamaannya dari ketiganya ialah sama-sama mempunyai 
objek kajian yang sama, yaitu kejahatan.Sedangkan, perbedaannya ialah 
bahwa ketiganya melihat kejahatan dalam sudut pandang yang berbeda. 
Ilmu hukum pidana melihat kejahatan sebagai suatu perbuatan yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kriminologi melihat 
kejahatan dalam arti faktor-faktor penyebab kejahatan sedangkan sistem 
peradilan pidana melihat kejahatan dalam arti bagaimana proses mengadili 
                                                          
22
 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar 





. Untuk dapat melihat perbandingan antara 
ketiganya, maka dapat dilihat sebagaimana yang dimaksud dalam tabel 
berikut : 
Tabel 2.1.1. Tabel Perbandingan antara Ilmu Hukum Pidana, 
Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana 
Tabel Perbandingan 
 Objek Kajian Ruang Lingkup 
Ilmu Hukum Pidana Kejahatan Kejahatan sebagai suatu 
perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan perudang-undangan 
Kriminologi Kejahatan kejahatan dalam arti faktor-
faktor penyebab kejahatan 
Sistem Peradilan 
Pidana 
Kejahatan kejahatan dalam arti proses 
mengadili pelaku kejahatan 
Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat titik perbedaan antara ilmu 
hukum pidana, kriminologi dan sistem peradilan pidana. Baik ketiganya 
memiliki persamaan yang mempelajari kejahatan. Namun ketiga bidang 
ilmu tersebut memiliki spesifikasinya masing-masing. Sebagaimana yang 
telah dijabarkan didalam tabel.  
Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya 
merupakan suatu open system, hal ini memberikan arti bahwa sistem 
peradilan pidana dalam geraknya mengalamai suatu interface (interaksi) 
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 Tolib Effendi, Op.Cit., Hlm. 7. 
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dengan lingkungan dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, 
politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem didalam 
sistem peradilan pidana itu sendiri
24
. merupakan suatu yang kompleks. 
Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) pada kenyataanya tidak 
terlihat sebagai suatu sistem. Makna “sistem” yang dimaksud disini 
merupakan suatu rangkaian interkoneksi dari bagian-bagian yang ada.  
Keberadaan sistem peradilan pidana baru akan terlihat ketika telah 
memahami peran dari masing-masing aparatur penegak hukum yang dalam 




Suatu ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui 
sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional 
antara kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. 
Semuanya itu bertitik tolak pada satu acuan yang sama, yaitu kebijakan 
pidana (criminal policy) termasuk didalamnya adalah hukum pidana, 
hukum acara pidana dan Undang-undang yang mengatur kekuasaan 
masing-masing aparat penegak hukum
26
. 
Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian 
proses sederhana yang meliputi proses input, proses dan output. Dari 
proses itu output yang hendak dicapai adalah merupakan upaya 
penanggulangan kejahatan. Secara sederhana rangkaian tersebut dapat 
digambarkan sebagaimana gambar berikut : 
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 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press : Malang, 2005,  Hlm. 255. 
25
 Chamelin, Fox & Whisenand, Introduction To Criminal Justice System, Prentice-Hall Inc : New 
Jersey, 1975,  Hlm. 2. 
26
 Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supermasi Hukum : Terjebak antara memilih Hukum dan 
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Sumber : Chamelin, Fox & Whisenand, 1975, Introduction to Criminal 
Justice System, Prentice-Hall Inc : New Jersey, Hlm. 3. 
 
Berdasarkan gambar diatas, maka secara sederhana suatu sistem 
peradilan pidana terdiri dari tiga proses, yakni : police service, court process 
dan correction process. Pada tahap pertama adalah tahap penegakan hukum 
yang dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana yang digambarkan dalam 
police service, kemudian tahap utama dalam suatu sistem peradilan pidana 
yakni court process, didalam  court process atau proses persidangan pihak-
pihak yang berperan adalah hakim, jaksa, dan juga advokat. Dan tahap 
terakhir correction process yang merupakan tujuan yang hendak dicapai 
dalam suatu sistem peradilan pidana yakni menanggulangi kejahatan
27
. 
Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umunya hampir sama 
dengan di negara-negara lain yang mana dalam pelaksaananya dilakukan oleh 
lembaga dan aparatur penegak hukum. Sejalan dengan pemikiran Tolib 
Effendi, ia juga menjabarkan bahwa komponen-komponen penting yang juga 
berperan sebagai objek dalam sistem peradilan pidana, ialah meliputi 
28
: 
a. Komponen penegak hukum; 
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b. Proses penegakan hukum; 
c. Hubungan antara komponen penegak hukum dalam proses penegakan 
hukum; 
Lebih lanjut komponen lembaga dalam sistem peradilan pidana 
sebagaimana yang disebutkan dalam tulisan Wicipto Setiadi bahwa sistem 
peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yakni 
29
: 
a. Sub-sistem penyidikan; 
b. Sub-sistem penuntutan; 
c. Sub-sistem pengadilan dan penjatuhan hukuman pidana; 
d. Sub-sistem pelaksanaan hukuman pidana; 
Dalam keempat sub-sistem itu, terdapat komponen-komponennya 
sendiri. Dalam sub-sistem penyidikan dilakukan oleh penyidik, kemudian 
dalam sub-sistem penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, sub-sistem 
pengadilan dan penjatuhan hukuman pidana dilakukan oleh hakim, kemudian 
sub-sistem pelaksanaan hukum pidana dilakukan oleh lembaga 
pemasyarakatan. 
 
2.  Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana 
Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya 
aparat  penegak hukum mulai dari proses penyelidikkan dan penyidikan 
hingga putusan hakim. Dalam bekerjanya para penegak hukum itu tentunya 
dilandasi oleh suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini tentunya adalah 
pencegahan kejahatan (prevention of crime) baik yang bersifat jangka 
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pendek yakni resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah yakni 
pengadilan kejahatan, maupun jangka panjang yakni kesejahteraan sosial. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut masing-masing penegak hukum 
harus bekerja dalam satu kerangka sistem, yang mana dalam kerangka 
tersebut para komponennya saling berhubungan secara fungsional
30
. 
Lebih lanjut, tujuan dalam sistem peradilan pidana ditafsirkan oleh 
banyak ahli. Sebagaimana disebutkan oleh Patrcik R. Anderson dan 
Donald J. Bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana, ialah 
31
: 
1. to control and prevent crime; 
2. to detect, arrest, convict, and incarcerate offenders; 
3. to punish criminals; 
4. to deter criminal; 
5. to protect community; 
6. to correct, or rehabilitate criminals 
 
Hal yang selaras juga dimaksudkan dalam Romli Atmasasmita, bahwa 
tujuan sistem peradilan pidana ialah
32
 : 
a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;  
b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat 
sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan dapat ditegakkan;  
c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak 
mengulanginya lagi. 
 
adapun fungsi daripada adanya suatu sistem peradilan pidana ialah
33
 : 
a. Mencegah kejahatan; 
b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian 
terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif; 
c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan 
penindakan; 
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d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah 
terhadap orang yang ditahan; 
e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah; 
f. Lembaga koreki oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat 
terhadap pelaku mereka yang telah melanggar hukum pidana. 
 
 
3. Macam-macam Sistem Peradilan Pidana 
Pada dasarnya terdapat ada beberapa model yang berkembang di 
dalam sistem peradilan pidana di dunia. Namun, secara klasik 
pembagian modem sistem peradilan pidana dibagi menjadi dua, yakni 
crime control model (CCM) dan due process model (DCM). Dengan 
berkembangnya zaman membuat model-model dari sistem peradilan 
pidana pun berkembang. Berikut secara singkat macam-macam model 




a. Crime Control Model 
Crime Control Model (untuk selanjutnya disingkat CCM) 
merupakan jenis dari model sistem peradilan pidana yang 
mendasarkan bahwa tingkah laku kriminil harus ditindak dan 
diproses oleh peradilan. Dengan adanya tujuan yang semacam ini, 
maka hal dikedepankan dalam model sistem peradilan pidana model 
CCM adalah efisiensi. Hal ini juga mencangkup efisiensi mulai dari 
administrasi hingga proses pelaku tindak pidana selesai diproses. 
Lebih lanjut yang dimaksud dengan CCM ialah a model of the 
criminal justice system that assumes freedom is so important that 
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every effort must be made to repress crime.
35
 Adapun ciri-ciri yang 






4. The capacity to apprehend, try, convict, and dispose of high 
proportion of offenders. 
Packer mengemukakan bahwa model CCM ini dikenal juga 
dengan nama presumption of guilt (praduga bersalah). Sehingga 
didalam model CCM memberikan kekuasaan yang besar kepada para 
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, meskipun hal yang 
demikian itu melanggar hak asasi manusia
37
.   
 
b. Due Process Model 
Due Proccess Model ( untuk selanjutnya disingkat DPM), 
merupakan jenis model dari sistem peradilan pidana yang merupakan 
bentuk wujud perlawan dari adanya model sistem peradilan pidana 
Criminal Control Model (CCM). 
Berbanding terbalik dengan CCM yang lebih menitikberatkan 
kepada efisiensi, meskipun itu melanggar hak asasi manusia. Jenis 
model DPM lebih mengedepankan hak-hak dari individu. Sehingga 
model DPM ini secara garis besar lebih mengedepankan hak asasi 
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manusia dari si tersangka. Hal ini didasarkan kepada doktrin yang 
terdapat dalam DPM yakni Presumption of Innocence (praduga tak 
bersalah
38
. Hal ini tampak jelas dalam pendapat Packer, due process 
model  resembles a factory that resembles a factory that places 
greater emphasis on quality control than on eficiency. It may reduce 




c. Family Control Model 
Family Control Model merupakan bentuk kritik terhadap 
kedua model sistem peradilan pidana yang ada. Sebagaimana 
dikatakan oleh John Griffithst yang merupakan seorang guru besar 
dari Yale Law Schol University di Calfornia yang merupakan 
pelopor dari jenis model Family Control Model (untuk selanjutya 
disingkat FCM), mengemukakan bahwa dua jenis model yang 
dikemukakan oleh Packer merupakan jenis model sistem peradilan 
pidana dengan sistem Adversary atau Battle Model
40
.  
Battle Model atau sistem pertarungan, dengan mendengar 
namanya saja sudah dapat dibayangkan bahwa kedua jenis model 
tersebut, merupakan jenis model dimana kedua belah pihak saling 
berhadapan, yakni jaksa penuntut umum sebagai perwakilan dari 
Negara dan advokat atau Pembela merupakan perwakilan dari 
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tersangka. Dalam hal ini medan pertempurannya adalah lembaga 
peradilan dan yang berperan sebagai wasit adalah Hakim. 
Dalam model ini konsep battle model atau adversary tersebut 
ingin dirubah menjadi konsep yang lebih kekeluargaan (family). 
Sehingga, hakekatnya dari pemidanaan adalah untuk mengasingkan 
dan menghukum pelaku tindak pidana dari masyarakat, dengan 
adanya model FCM ini merubah hal itu menjadi suatu upaya untuk 
mengendalikan para pelaku tindak pidana agar ia mempunyai 




Perkembangan dari adanya proses FCM ini baru diterapkan 
dalam peradilan pidana anak, dimana pelaku dari kejahatan tersebut 
merupakan anak. Di Indonesia sendiri konsep FCM ini dianut 
didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Dalam pidana anak mendahulukan penyelesaian sengketa 
non-penal dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, yakni 
menggunakan diversi dan Restorative Justice. 
 
4. Model Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana 
Secara garis besar di dunia ini terdapat dua model persidangan 
didalam sistem peradilan pidana. Yakni adversarial system dan non 
adversarial system atau dikenal juga dengan inquisatorial system. 
didalam kamus terminologi hukum, adversary system dimaknai sebagai 
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jaringan kerja dari kekuasaan hukum perundang-undangan dan dicirikan 
dengan adanya pihak-pihak yang bersengketa. Dimana kedudukan hakim 
tidak sekuat inquisatorial system
42
. 
Model Adversary System merupakan suatu konsep yang 
berkembang pada  tahun 1215 di Inggris, model adversary sistem 
merupakan suatu konsep peradilan yang didasarkan kepada hak asasi. hal 
ini berbeda dengan sistem inquisatorial yang merupakan adopsi dari 




berbeda dengan adversarial sistem yang dianut di Inggris. Dalam 
sistem inquisatorial, bertumpu pada tugas hakim untuk mengungkap 




judge convict a criminal defendant in only twocircumstances, when 
two eye witnesses were produced who had observed the gravamen of 
the crime, or when the defendant confessed. Circumstantial evidence 
was never sufficient in itself to warrant conviction. These evidentiary 
rules made it impossible to obtain convictions in many cases unless 
the defendant was willing to confess. Roman-canon process 
authorized the use of torture to extract the necessary confessions. 
Thus, torture became a tool of judicial inquiry and was used to 
generate the evidence upon which the defendant would be condemned. 
 
Lebih lanjut titik perbedaan antara adversary system dan non 
adversary system ialah pada titik tolak pada kedua model konsep tersebut. 
Dalam adversary system sudut pandang yang digunakan dalam melihat 
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suatu perkara yang ada, dilihat sebagai suatu sengketa antara individu 
dengan publik dan diselesaikan oleh para pihak ketiga, yang mana dalam 
penyelesaian tersebut arah yang dituju adalah keadilan. Sementara dalam 
non adversary system sengketa itu dipandang sebagai kepentingan negara 
dan akan diselesaikan oleh negara, dengan arah yang dituju adalah 
pemberian hukuman. Fungsi negara dalam model adversary system 
berlaku sebagai fasilitator atau wasit, sedangkan para pihak berperan 
dalam menyelsaikan perkara secara aktif
45
. 
Untuk dapat melihat titik tolak kedua model tersebut, maka dapat 
dilihat sebagaimana yang ada pada tabel berikut : 
Tabel 2.3.1. Perbandingan Model adversary system dan non 
adversary system 
Non Adversary System / 
Inquisatorial System 
Adversary System 
Pemeriksaan bersifat formal dan 
berkesinambungan serta berpraduga 
bahwa kejahatan telah dilakukan 
(presumption of guilty); 
 
peradilan pidana merupakan 
sengketa antara terdakwa dan 
penuntut umum, dimana 
kedudukan mereka sederajat 
Tujuan dari peradilan itu untuk 
membuktikan apakah tindakan itu 
merupakan kejahatan dan apakah 
pemidanaan dibenarkan; 
 
tujuan akhir daripada pidana 
tersebut ialah menyelesaikan 
sengketa yang disebut sebagai 
kejahatan tersebut. 
Fakta-fakta diajukan oleh para 
pihak, namun hakim yang nantinya 
akan meneliti, menilai dan 
menentukannya; 
 
adanya lembaga pretrial atau 
arrignment untuk menyampaikan 
pernyataan (pleading) bersalah atau 
tidak bersalah, lembaga jaminan 
dan perundingan (arraignment) 
Kedudukan pihak-pihak tidak 
fungsional otonom dan tidak 
sederajat 
fungsi otonom para pihak, penuntut 
umum yang melakukan penuntutan 
menetapkan fakta mana saja yang 
akan dibuktkan dan dengan alat 
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bukti apa saja. Disisi lain terdawka 
dapat menyanggah dakwaan dan 
menentukan fakta apa saja yang 
perlu disampaikan untuk 
menguntungkan posisinya. 
Terdakwa merupakan obyek utama 
dalam pemeriksaan. 
 
peranan hakim adalah mengawasi 
para pihak agar mematuhi 
peraturan tentang jalannya 
persidangan. 
Sumber : Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, Hlm. 56. 
 
Jika dilihat lebih lanjut pada tabel diatas, maka akan terlihat bahwa 
antara adversary system dan non adversary system, terlihat kontras antara 
satu dengan yang lain. Meskipun demikian, keduanya memiliki satu 
tujuan yang sama, yaitu bagaimana memproses orang yang bersalah agar 
ia dapat dihukum. Namun, cara untuk mencapai tujuan tersebut yang 
berbeda. 
Lalu pertanyaan berikutnya, dari kedua sistem tersebut manakah 
yang dianut oleh Indonesia ?.  jika dilihat bahwa Indonesia menganut 
sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang 
memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak 
pidana
46
. Meskipun harus diakui bahwa sejatinya Indonesia lebih condong 
kepada arah non adversary system. Dalam non adversary system, proses 
peradilan, penentuan fakta, kesalahan, hukum dan hukuman, dipersepsikan 
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5. Komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana 
Berbicara mengenai komponen dalam sistem peradilan pidana 
sangat banyak ditafsirkan oleh para ahli. Namun, komponen sistem 
peradilan pidana yang lazimnya diakui baik dalam pengetahuan 
mengenai kebijkan pidana (criminal policy) maupun dalam penegakan 
hukum terdiri dari dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan. Ada juga ahli yang memasukkan pembuat undang-
undang sebagai komponen dalam siste peradilan pidana, hal ini dilihat 




Di Indonesia sendiri terdapat komponen-komponen sistem 
peradilan pidana, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi : 
a. Kepolisian 
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kepolisian 
merupakan gerbang pertama (gate keeper) dari keseluruhan sistem 
peradilan pidana, tugas utama dari kepolisian adalah menerima 
laporan dan pengaduan dari masyarakat bilamana terjadi suatu tindak 
pidana. Fungsi polisi sebagai penyelidik dan penyidik terdapat dalam 
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b. Kejaksaan  
Lembaga Kejaksaan berperan sebagai filter dari perkara-perkara 
yang diajukan dari penyidik kepada Penuntut Umum, kemudian 




Dalam pasal 1 angka 6 huruf a  KUHAP disebutkan bahwa jaksa 
adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian 
jaksa yang mempunyai wewenang dalam penuntutan adalah Penuntut 
umum, penuntut umum sebagaimana disebutkan didalam pasal 13 
KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
(KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. Dari penjelasan pasal 13 tersebut, kiranya kita 
dapat mengetahui bahwa tidak semua jaksa dapat melakukan 
penuntutan, hanya jaksa (penuntut umum) yang mempunyai 




Pengadilan adalah salah satu proses yang tidak dapat berjalan 
tanpa didahului oleh proses-proses lainnya, yaitu penyidikan dan 
penuntutan, karena dalam hal ini hakim menilai dari proses 
penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar 
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hukum atau tidak dan apakah suatu perbuatan dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak . Kemudian, Hakim 
sebagai pihak yang memutus suatu perkara juga memiliki peran 
penting, sebab ia dapat menentukan apakah seseorang itu bersalah 
atau tidak, seperti dalam suatu asas pengadilan, yaitu geen strafht 
zonder schuld, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, maka sebelum ia 
belum diputus bersalah oleh lembaga pengadilan, maka ia tidak 
dapat dijatuhi pidana. Dalam pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan 
bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan, pengertian 
mengadili sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 9 yaitu serangkaian 
tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara 
pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang 
pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini (KUHAP).   
 
d. Lembaga Pemasyarakatan 
lembaga pemasyarakatan juga termasuk kedalam sistem 
peradilan pidana. Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki 
peran yang tidak kalah penting dibanding dengan komponen-
komponen lain.  Fungsi dari adanya lembaga pemasyarakatan ialah 
menjalankan putusan pengadilan, yaitu berupa pemenjaraan, 
memastikan perlindugan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya 
42 
 
untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana 
kembali  kepada masyarakat
51
. 
Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem 
peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai 
suatu tahapan yang terkakhir, sudah semestinya memenuhi tujuan 
sistem peradilan pidana, yang juga ditunjang oleh komponen-
komponen lain, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai 
suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem, 
yakni sistem peradlilan pidana. Adapaun tujuan akhir dari adanya 
sistem peradilan pidana yakni mengembalikan para narapidana yang 
merupakan “sampah masyrakat” untuk didik dan dipersiapkan untuk 
kembali kepada masyarakat. 
Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara 
kepada pemasyarakatan merupakan perubahan yang besar. Ketentuan 
yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan diatur dalam 




e. Advokat  
Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam 
praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. 
Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat 
inkonsistensi dalam sebutannya. Misalnya Undang-Undang Nomor 
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48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah 
hukum dengan advokat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
menggunakan istilah penasihat hukum. Departemen Hukum dan 
HAM menggunakan istilah pengacara, dan Pengadilan Tinggi 
menggunakan istilah Advokat, di samping itu ada juga yang 
menyebutnya dengan istilah pembela. 
Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Advokat, yaitu 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4228, maka istilah advokat sudah menjadi baku 
dan berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang 
dijamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia. 
 
B.Tinjauan Umum tentang Advokat 
1. Peristilahan Advokat 
Istilah Advokat bukan asli bahasa Indonesia, advokat berasal dari 
bahasa Belanda, yaitu advocaat, yang berarti orang yang berprofesi 
memberi jasa hukum, pembela perkara, pengacara
53
. Jasa tersebut diberikan 
baik di dalam atau di luar ruang sidang. Pengertian advokat menurutThe 
Dictionary of Criminal Justice oleh Goerge E. Rush menyebutkan bahwa 
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advokat ialah the attorney who speaks or writes in support of a client’s 
cause.
 54
 Hal ini juga sebagaimana yang dimaksud dalam Dictionary of Law 
bahwa yang dimaksud dengan advokat ialah any person exercising a right of 
auidience as representative of, or on behalf of, any party to legal 
proceedings
55
.Adapun orang yang berprofesi sebagai advocate adalah one 
who assist, defends, or pleads for another. One who renders legal advice 
and aid, pleids the cause of another before a court or atribunal, a counselor 
(Sebagai yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. 
Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan membela 




Adapun pengertian advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi 
memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 
 
2. Sekilas Pandang Sejarah Advokat  
Keberadaan advokat sebagaimana seperti sekarang ini, nyatanya 
telah berlangsung lama, berdasarkan sumber-sumber yang didapat bahwa 
nyatanya keberadaan advokat dapat dideteksi telah ada sejak zaman 
Romawi. Pada zaman Romawi kuno pemberi bantuan hukum oleh Patronus 
hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam 
masyarakat. Sedangkan pada abad pertangahan keberadaan advokat 
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didorong oleh motivasi agama kristen dalam memberikan bantuan hukum 
keapada si miskin
57
. Namun, nampaknya keberadaan advokat juga bisa 
ditelusuri dalam hukum islam. Hal ini dapat dilihat didalam Al-Qur’an Surat 
Al-Qasas Ayat : 33-34, yang menyebutkan : 
Nabi Musa berkata: "Wahai Tuhanku, bahwa aku telah membunuh 
seorang dari kalangan mereka; oleh itu aku takut mereka akan 
membunuhku; "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya 
daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk 
membenarkanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan 
mendustakanku. 
 
Dari penjelasan ayat tersebut dapat dilihat bahwa Nabi Musa as. 
Telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan 
membela beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. 
Nabi Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu 
mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Konsep yang 
sedemikian ini kemudian berkembang menjadi konsep yang dinamis ke 
dalam sistem wakala (perwakilan)
 58
. Sistem perwakilan ini pada dasarnya 
memiliki kemiripan dengan praktek advokat sepert pada zaman sekarang 
ini. 
Di Indonesia sendiri, keberadaan advokat sudah ada sejak zaman 
penjajahan pada masa kolonial Belanda. Sebagaimana diatur dalam 
Reglement op de hecterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in 
Indonesia (stb. 1847 : 23 Jo. Stb 1848 :57) dalam pasal 185 sampai dengan 
pasal 192. Kemudian diatur pula dalam Bepalingen Batreffende hrt 
kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureur en 
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Deurwarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdeid departemen hoofd in burgerlijke 
zaken van land (Stb 1910 : 446 jo Stb 1922: 523), dan terkahir 
Vertengenwoordiging van de lan in rechten (K.B.S. 1922 ;522)
59
.  
Jika dilihat perkembangan advokat dari kaum terjajah, tercatat pada 
tahun 1930, Bung Karno yang diadili dengan tuduhan menghasut dan kerja 
sama dengan partai serta kejahatan dengan ingin menggulingkan 
pemerintahan Hindia Belanda didampingi oleh tiga orang pembela, yakni 
Mr. Sartono. Mr. Sujud, dan Mr. Sastro Mulyono 
Untuk mengikuti perkembangan zaman dan pembaharuan didalam 
provesi advokat, barulah kemudian disahkannya UU No.18 Tahun 2003 
tentang Advokat. Dengan adanya UU Advokat menjadi babak baru bagi 
para profesi advokat dalam menjalankan tugasnya.  
 
3. Syarat Menjadi Advokat 
Sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada 
zaman Hindia Belanda pengangkatan syarat menjadi advokat diatur dalam 
pasal 186-192 Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid des 
Yustitie in Indonesia (R.O) maupun diatur dalam Bepanglingen Betreffende 
het Costum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der advocate  Procureurs 
en Deuwaardens dalam St. 1848 Nr.8 yang menyatakan bahwa untuk dapat 
menjadi seorang advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut 
60
: 
a. warga negara hindia belanda; 
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b. sarjana hukum (doctor atau meester in de rechten); 
c. lulus ujian hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum 
tatanegara; 
d. setelah melakukan magang praktek selama 3 tahun. 
 
Tentu, pada masa itu syarat menjadi seorang advokat sangatlah sulit, 
terlebih lagi pada masa penjajahan hanya orang-orang tertenu yang dapat 
mendapatkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi atau setingkatnya. 
Setelah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan, melalui 
perkembangan zaman pada masa itu syarat untuk menjadi seorang advokat 
pun berubah yakni sebagai berikut 
61
: 
a. warga negara indonesia; 
b. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih; 
c. sarjana hukum 
d. mengikuti penataran p4; 
e. tidak terlibat g30 s/pki; 
f. tidak sebagai pegawai negeri; 
g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi; 
h. sumpah jabatan. 
 
Sebelum adanya istilah advokat seperti pada saat ini banyak istilah 
yang digunakan untuk merujuk pada istilah advokat pada saat seperti 
sekarang ini, yakni advokat, pengacara, dan pokrol. Dimana ketiganya 
perbedaan dalam hal pengangkatan dan wilayah berpraktek. 
Selanjutnya, dengan berjalannya perkembangan zaman disahkannlah 
UU No.18 Tahun 2003 tentang Adovkat. Dalam Undang-undang Advokat  
proses untuk menjadi seorang advokat, harus memenuhi kriteria 
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Advokat, dalam hal 
ini dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Advokat, yakni : 
a. warga negara indonesia; 
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b. bertempat tinggal di indonesia; 
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
e. berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum; 
f. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; 
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor 
advokat; 
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai 
intergritas yang tinggi. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dengan syarat-syarat yang begitu 
banyaknya, hal ini menjadikan bahwa profesi advokat bukanlah profesi 
yang sembarangan. Lebih lanjut bahwa dalam menjalankan profesinya, 
seorang advokat tidak hanya harus tunduk kepada peraturan perundang-
undangan, tetapi juga kode etik profesi advokat. 
 
4. Organisasi Advokat 
Berbicara mengenai advokat tidak mungkin tanpa membicarakan 
organisasi advokat,  sebab organisasi advokat merupakan wadah bagi para 
advokat dalam menjalankan profesinya. 
Organisasi advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri 
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bertujuan 
meningkatkan kualitas profesi advokat
62
. Sama seperti organisasi lainnya 
didalam organisasi advokat pun memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga.  
Pada tanggal 17 April 2002 Mahkamah Agung bekerja sama dengan 
KKAI (Komite kerja Advokat Indonesia) yang mana KKAI merupakan 
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gabungan dari 8 organisasi advokat untuk membahas lahirnya UU No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada saat itu membahas tentang 
membentuk organisasi tunggal advokat di Indonesia yang dapat dilihat 
dalam pasal 32 ayat (3) , dimana dalam pasal tersebut disebutkan amanat 
untuk membentuk organisasi tunggal
63
. 
Barulah pada tanggal 8 April 2005, 8 organisasi advokat yang ada di 
Indonesia, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat 
Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan 
Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia 
(SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara 
Syariah Indonesia (APSI) mendirikan organisasi wadah tunggal bagi 
advokat, yakni PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)
64
. Sehingga 
dengan adanya PERADI sebagai naungan bagi organisasi-organisasi 
advokat di Indonesia, maka eksistensi advokat di Indonesia menjadi kian 
diperhitungkan. 
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